
UPATI KERINCI 

PRO VINSI JAMBI 

PERA'rURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN'  YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
maka Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci perlu 
dica.but dan diatur kembali sesuai dengan Peraturaft 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang 
Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri. sebagai 
Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra 	Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Un.dang- Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nom.or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
Tahun 2014 tentang Pem.erintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan. Perorangan Dinas Milik daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Ban gunan dan Hak Pakai atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
rambalaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974 
tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 

14. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
runtutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Materil Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah terakhir dengan. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagairnana 
telah beberapakali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
rahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahu 2013 Nomor 3); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintal-1 	Daerah 	adalah 	Bupati 	sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjo.di kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. 

5. Peran.gkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemeritah Daerah yang 
bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dan i Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Unit 
Pelayanan Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kerinci. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah 	daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

8. Pejabat NtTara adalah pimpinan dan anggota lembaga tin.ggi negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia L945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-
undang 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai A.SN, adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10 Unit Kerja atau SKPD adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna 
barang. 

11. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
mengurus harang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan 
kerja perangkat daerah/unit kerja. 

12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
.beban APBD atau berasal dan i perolehan lainnya yang sah. 



13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milk Negara/Daerah berupa 
kenclara.an bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur 
Sipil Negara, ang,gota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas clan fungsi pada 
jabatan yang diembannya 

14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwcnang dan bcrtanggung jawab 
menetapkan kebijakan clan pedoman serta melakukan pengelolaan barang 
milik daerah. 

15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 
ditunjulc oleh perigguna barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
barang inilik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telahlalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan 
tindakan yang akan datan.g. 

18. Rencana Kebutuhan Barang yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen 
percncanaan barang untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Rencana Kebutuhan Perneliharaan Barang yang selanjutnya disingkat RICPB 
adalah dokumen perencanaan pemeliharaan barang untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam 
mengelo la dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 

21. Pemanfa.atan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat 
daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan 
bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status 
kepernilikan. 

22. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

23. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam jangka waktu 
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 
diserahkan kembali kepada pengelola barang. 

24. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh 
pihak lain dalarn jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan 
lainnya. 

25. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu. 

26. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 



2/ Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah 
dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

28. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dan i daftar 
barang dengan menerbitkan surat keputusan dan i pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau 
pengelola barang dan i tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya.. 

29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
sebagai tt.ndak lanjut dan i penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. 

30. Penjualar, adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak 
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

31. Tukar-menukar ad.alah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan 
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-
kurangny a derigan nilai seimbang. 

32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dan i pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah, dan i pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar 
pemerintah daerah, atau dan i pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada 
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

33. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepernilLan barang 
milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan 
menjadi kekayaan 	yang dipisahkan untuk 	diperhitungkan sebagai 
modal/ sanam daera.11 pada ba.dan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki daerah. 

34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang 
Milik Daelah. 

35. Penatausa.haan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

36. Inventarisa.si  adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 

37. Laporan Barang Pengguna Tahunan yang selanjutnya disingkat LBPT adalah 
dokumen atau sarana untuk melaporkan posisi Barang pada awal dan akhir 
tahun seta mutasi Barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi selama 
periode 1 satu) tahun. 

38. Laporan 3arang Pengguna Semesteran yang selanjutnya disingkat LBPS 
adalah do cumen atau sarana untuk melaporkan posisi Barang pada awal dan 
akhir semester serta mutasi Barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi 
selama peiode 6 (enam) bulan. 

39. Pen ilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkaxi 
pada data/ fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan 
metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 

41. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah 
daftar yarig memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing 
pengguna barang. 



Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBICP, 
adalah daftar yang n-:emuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing 
kuasa peng,runa barang. 

Pasal 2 

( 1) Barang MiLk Daerah meliputi : 

a. barang yang dibeli atau diperoleh ata.s beban APBD; atau 
b. barang yang berasal dan i perolehan lainnya yang sah. 

(2) 	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lauruf b meliputi: 

a. 	barang yang diperoleh dan i hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. 	barang yang diperoieh sebagai pelaksanaan dan i perjanjian/kontrak; 
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-

undang,an; atau 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

a. asas fungsional; 
b. kepastion hukum; 
c. transparansi dan keterbukaan; 
d. efisiensi; 

e. akuntabilitas; dan 

f. kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : 

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

C. pengguriaan; 

d. pemanfiatan, 

e. 	penganianan dan pemeliharaan; 

f. 	penilaian; 

g. pemindahtanganan; 

h. pemust ahan; 
i. peng,ha 3usan, 

j. penataitsahaan; dan 
k. perr.bin ian, penga wqsan dan pengendalian 

BAB II 

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 4 

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan 
bertanggung jawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. menetapkan standar kebutuhan, standar barangdan standar satuan 
harga, 

c. menetapkan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat 
khusus dan men ganut asas keseragaman; 



d. menetapkan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk 
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, 

e. 	menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah; 

f. mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah kepada DPRD 
sepanjang penjualan barang milik daerah dimaksud harus memperoleh 
persetujuan DPRD; 

g. 	menyetujui penjualan Barang Milik Daerah berupa: 

1. tanah dan/atau bangunan; dart 

2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dani 
Rp5.000.000.000,-(1ima milyar rupiah), setelah mendapatkan 
persetujuan DPRD; 

h. menyetujui usul penjualan Barang Milik Daerah sepanjang penjualan 
Barang Milik Daerah dimaksud tidak memerlukan persetujuan DPRD; 

i. 	menetapkan panitia pelelangan/penjualan Barang Milik Daerah; 

j. 	mene1it, mengkaji dan mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas 
Barang Milik Daerah kepada DPRD sepanjang tukar menukar dan/atau 
hibah Barang Milik Daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan 
DPRD; 

k. meneta,)kan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan atau 
dihibahkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD sepanjang tukar 
menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah dimaksud memerlukan 
persetu.;uan DPRD; 

1. menyetujui usul tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
sepanjang tukar n Lenukar atau hibah atas Barang Milik Daerah dimaksud 
tidak mE:rnerlukan persetujuan DPRD; 

m. menelit, dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas 
Barang Milik Daerah; 

n. meneta!)kan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD dart Bupati; 

o. menyetujui usul pemusnahan Barang Milik Daerah yang diajukan. 
oleh Pengelola Barang; 

p. menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dan 
bangunan dan i Daftar Barang Milik Daerah; 

q. menyettjui usul penghapusan Barang Milik Daerah selain tanah dan 
bangunan dan i daftar Barang Milik Daerah; 

r. menetapkan tim pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

s. menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik 
Daerah; 

t. menetapkan Penilai Internal Harga Tanah dan/atau Bangunan dalam 
rangka oernanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta 
pencata tan dalam neraca Pemerintah Daerah; 

u. menetapkan hasil taksiran harga tanah dan/atau bangunan dan i Penilai 
Internal Harga Tanah dan/atau Bangunan; 

v. menetapkan Tim Pernutalchiran Sistem Informasi Manajeraen Barang 
milik Dzerah (SIMBADA); 

w. menetapkan kebija.kan pengamanan Barang Milik Daerah; 

x. menyetujui usul Pemaniaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja 
Sama Penyediaan Infrastruktur. 

(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai 
dengan fungsinya dibantu oleh: 

a. 	Sekretaiis Daerah selaku Pengelola Barang; 



b. 	Pembantu Pengelola Barang yang terdiri dan: 

1. .'ksisten Administrasi Umum (koordinator); dan. 

2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan clan Aset. 
c. 	Kepa'.a SKPD sciaktf Penggund Iiitarang; 
d. 	Kcpa.a. Unit kerja selaku Kuasa Pengguna 13ara.ng, 
e. Peny7mpan Barang; 
f. 	Pengurus Barang. 

(4) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, berwenang dan 
bertanggung jawab: 

a. rnenyampaikan konsep Keputusan Bupati tentang standar kebutuhan, 
standar barang dan standar satuan harga kepada Bupati; 

b. meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) 
dan Pencana Kebutuhan Pemeliharaan. Barang SKPD (RKPB-SKPD); 

c. mengajukan usul pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang 
bersifat khusus dan menganut asas keseragaman kepada Bupati; 

d. meneliti laporan penerimaan Barang Milik Daerah dan usul 
peng,,unaannya dan i Pengguna Barang; 

e. menyampaikan usul penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan kepada Bupati untuk ditetapkan status 
pen& ainaannya.; 

f. menyampaikan usul penetapan status kepemilikan tanah dan bangunan 
yang clikuasai daerah kepada Bupati; 

g. mengajukan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada Bupati; 
h. mengajukan usul penetapan formula besaran tarif sewa Ba;eulg Milik 

Dacrah kcpada Bupati, 

i. menyetujui besaran kontrihusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 
rangka kerjasarna pemanfaatan dari hasil perhitungan tim pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; 

menyetujui besaran kontribusi dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) 
atau Bangun S.:rah Guna (BSG) dan i hasil perhitungan tim pemanfaatan 
Barang Milik Daerah; 

k. menetapkan keputusan tentang persetujuan atas pemanfaatan Barang 
Milik Daerah dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan yang telah 
disetujui Bupati, yang terdiri dan: 
1. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh 

pengguna; 

2. setain tanah dan/atau bangunan. 
1. melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah disetujui 

Bupa ti. 
m. menetiti dan mengkaji usul penjualan Barang Milik Daerah dan i Pengguna 

Barang serta mengajukan kepada Bupati; 

n. menetapkan keputusan tentang persetujuan atas penjualan Barang Milik 
Daerah yang telah disetujui Bupati atau DPRD sesuai kewenangannya; 

o. melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

p. meneliti dan mengkaji usul tukar menukar atau hibah atas Barang Milik 
Daerah sepanjang tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
dimaksild tidak memerlukan persetujuan DPRD; 

cl. mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
kepada Bupati; 



r. rnelaksanakan tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tukar 
mentkar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud hams 
memperoleh persetujuan DPRD; 

s. mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah disertai 
Rancangan Pcraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah kepada Bupati; 

t. melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; 

u. meneliti usul pemusnahan Barang Milik Daerah dan i Pengguna Barang; 
v. mengajukan usul pemusnahan barang milik daerah kepada Bupati; 
w. menecapkan keputusan tentang persetujuan atas pemusnahan Barang 

Milik Daerah yang telah disetujui Bupati; 

x. meneliti dan menyetujui usul penghapusan Barang Milik Daerah dani 
daftar barang pengguna yang diajukan oleh Pengguna Barang; 

y. menel-apkan keputusan tentang penghapusan Barang Milik Daerah dani 
daftai.  Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati; 

z. melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah dan i daftar Barang 
Milik Daerah; 

aa. mengajukan usulan Penilai Internal harga tanah dan/atau bangunan 
dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
serta pencatatan dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Bupati; 

bb. menev.apkan tim pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/atau Bangunan; 

cc. meneapka.n tim pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

dd. menerapkan Penilai Internal harga Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah; 

cc. meneiapkan hasil taksiran harga Barang Milik Daerah selain tanah 
dan! tau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan 
Barar g Milik Daerah serta pencatatan dalam neraca Pemerintah Daerah; 

ft '. mene'apkan pejabat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang; 
gg. mene apkan tin] sensus Barang Milik Daerah dalam rangka 

pernur.akhiran data barang milik daerah; 

hh. mene apkan Tim Sensus Barang milik Daerah dalam rangka 
pemu takhiran data Barang Milik Daerah; 

meny mpan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah; 
melakukan koordiriasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus 
barang daerah; 

kk. mengkoordinasi kan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan 
pengendalian atas pengelolaan barang daerah. 

(5) Asisten Administrasi Umum selaku Pembantu Pengelola Barang berwenang 
dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang clan 
tanggung jawab Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Kepala Dir Las Pendapatan, Pengelolaan Keuan.gan dan Aset adalah Pembantu 
Pengelola Rarang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab: 

a. meng_irus sertifikat tanah milik/dikuasai daerah; 

b. menrapkan clan menyampaikan usul penetapan bukti kepemilikan tanah 
dan bangunan milik dan/atau yang dikuasai daerah kepada Pengelola 
Barar g; 



g. 

c. menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan barang milik daerah 
berupa tanah dan/ atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya 
kepada Pengelola Barang; 

d. menyiapkan dan menyampaikan konsep penetapan formula besaran tarif 
sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada 
Pengelola Barang, 

e. menyiapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi dan 
pembagian keuntungan dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang 
daerah kepa.da Pengelola Barang; 

f. meny iapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi dalam rangka 
Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) kepada 
Pengelola Barang; 

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persctujuan 
atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa atau 
kerjasa.ma  pernanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan beserta 
fasilitas pendtkungnya yang telah disetujui Bupati kepada Pengelola 
Barang; 

h. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjam pakai 
berupa tanah Clan/ atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya yang 
telah ditetapkan Bupati kepada Pengelola Barang; 

i. menyiapkan clan menyampaikan konsep pelaksanaan sewa dan kerjasama 
pemanfaatan tanah clan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya 
yang telah diserahkan pengguna dan telah disetujui Bupati kepada 
Pengelola Barang; 

j• 	meny tapkan clan menyampaikan konsep pelaksanaan Bangun Guna 
Serah/ Bangun Serah Guna yang telah disetujui Bupati kepada Pengelola 
Barang; 

k. inenyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian 
dan pengkajian usul penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya dan i Pengguna 
Barai ig kepada Pengelola Barang; 

1. 	meny iapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan 
atas penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
beserta fasilitas pendukungnya yang telah disetujui Bupati/DPRD kepada 
Pengelola Barang; 

m. menyiapkan clan menyampaikan konsep pelaksanaan penjualan. Barang 
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas 
pendakungnya sesuai peraturan perundang-undangarx yang berlaku 
kepada Pengelola Barang; 

n. menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas 
pendukungnya kepada Pengelola Barang; 

o. menyiapkan clan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar 
atau-  hibah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
beserta fasilitas pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan 
kepada Pengelola Barang; 

p. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang Penilai 
Internal harga tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan 
atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta peneatatan dalam 
neraca pemerintah daerah kepada Pengelola Barang; 

q. menyiapkan dan menyimpan dan mengamankan bukti ash i kepemilikan 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; 

r. menyiapkan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan., 
pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah, 
berupa tanah dan/atau bangunan. 



911'  

s. menyusun dan menyampaikan konsep keputusan tentang standar 
barang, standar kebutuhan, dan standar satuan harga kepada Pengelola 
Barang; 

t. menyampaikan kajian Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) 
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB-SKPD) 
kepadc Pengelola Barang; 

u. menyu sun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) clan. 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD); 

v. menyu sun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) clan. Daftar 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBD); 

w. menyiapkan dan menyampaikan konsep usulan tentang jenis barang 
umum / khusus dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan 
barang kepada Pengeiola Barang; 

x. melaksanakan pengadaan barang dan pemeliharaan barang yang bersifat 
umum 

y. menyiapkan konsep keputusan tentang penetapan Pejabat Penyimpan 
Barang dan Pen gurus Barang untuk ditetapkan oleh Pengelola Barang; 

z. mengkaji dan mengolah laporan penerimaan Barang Milik Daerah dan 
usul penggunaan.nya dan i Pengguna Barang yang hasilnya disampaikan 
kepada Pengelola Barang; 

aa. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penetapan 
status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang untuk 
ditetapkan oleh Bupati; 

bb. menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah 
selain :anah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang; 

cc. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan 
atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa atau 
kerjasama pemanfaatan selain tanah dan/atau bangunan yang telah 
disetujai Bupati kepada Pengelola Barang; 

dd. menyiv.pkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjarn pakai selain 
tanah dan/ atau bangunan yang telah ditetapkan Bupati kepada 
Pengebta Barang; 

ee. menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian 
dan pengkajian usul penjualan Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/alau bangunan dan i Pengguna Barang kepada Pengelola Barang; 

if. menyiapkan dan rnenyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan 
atas penjuaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan 
yang telah disetujui Bupati/DPRD kepada Pengelola Barang; 

gg. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penjualan Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai peraturan 
perundang-undangan kepada Pengelola Barang; 

hh. menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian 
dan p(ngkajian usul tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
selain tanah dan! atau bangunan yang bernilai sarnpai dengan 
Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pengelola Barang; 
menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas 
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih 
dan i RD5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pengelola Barang; 

jj menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar 
atau 1-tibah atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang bernilai lebih dan i Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai 
peraturan perundang-undangan kepada Pengelola Barang; 



kk. menyiapkan dan menyampaikan usul penyertaan modal daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
Pengeiola Barang; 

11. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan Penyertaan Modal 
Daerah kepada Pengelola Barang; 

mm. menpapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian 
usul pemusnahan Barang Milik Daerah dan i Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang; 

nn. 	mene!iti usul pemusnahan Barang Milik Daerah dan i Pengguna Barang; 

oo. menyiapkan dart menyampaikan usul pemusnahan Barang Milik Daerah 
kepada Pengelola Barang; 

PP. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan 
atas pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang; 

qq. meny.apkan dan menyampaikan bahan pertimbangan dan usul 
penghapusan Barang Milik Daerah dan i daftar barang pengguna yang 
diajukan oleh Pmagguna Barang kepada Pengelola Barang; 

rr. menyampaikan persetujuan Bupati tentang penghapusan Barang Milk 
Daerah dan i daftar barang pengguna kepada Pengguna Barang; 

ss. rnenytapkan clan menyampaikan konsep Keputusan tentang penghapusan 
Barang Milik Daerah dan i daftar Barang Milik Daerah kepada Pengelola 
Barai ig, 

tt. menyiapkan dan menyampaikan pelaksanaan penghapusan Barang Milk 
Daerrh dan i daftar Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang; 

uu. 	menympan dan mengamankan bukti ash i kepemilikan Barang Milik 
Daerah selain t tnah dan/atau bangunan; 

vv. menyampaikan konsep keputusan tentang Penilai Internal Barang Milik 
Daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan, 
pemindahtanganan barang rnilik daerah serta pencatatan dalam neraca 
pemerintah daerah kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan oleh 
Pengelola Barang, 

vvw. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penetapan 
hasil penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan./atau bangunan 
dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah kepada Pengelola 
Barang; 

XX . melaksanakan inventarisasi dan sensus Barang Milik Daerah dengan 
melibatkan SKPD; 

YY• menyiapkan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan, 
pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah 
selair. tanah dan bangunan; 

zz. mcnyiapkan dark menyampaikan bahan penyusunan sistem dan prosedur 
pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang. 

(7) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, berwenang dan bertanggungjawab atas 
pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan SKPD ma.sing-masing, 
meliputi: 
a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Miik Daerah (RKBD) dan 

Rencan.a Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) bagi 
SKPD yang dipimpinnya; 

b. melaporkan Barang Milik Daerah yang diterima dan i beban APBD atau 
perathan lainriya yang sah kepada Pengelola Barang disertai dengan usul 
penggunaan; 

c. menggunakan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.; 



d. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 

e. menyerahkan tanah dan bangunan yang aka.n dimanfaatkan dalam 
bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalarn mendukung 
pelaksaraan tugas dan fungsi SKPD; 

f. mengajukan usul pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama 
pemanfaatan terh adap Barang Milik Daerah, terdiri dari: 
1. sebap,ian tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

2. selain tanah dan/atau bangunan.. 

g. melaksanakan pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama 
pemanfaatan terhadap Barang Milik Daerah setelah mendapat 
persetujuan Pengelola Barang, terdiri dan: 
1. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau 

2. selain tanah dan/atau bangunan. 

h. mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah kepada Pengelola 
Barang; 

i. mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
selain fanah dan/atau bangunan yang bernilai sarnpai dengan 
Rp5.000 000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pengelola Barang; 

melaksanakan tukar menukar atau hibah atas Barang Milik Daerah 
selain i.anah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan 
Rp5.000 000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai peraturan perundang-
un danga n; 

k. mengajukan usul pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola 
Barang; 

1. 	melaksanakan peniusnahan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan 
Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara; 

m. melaporkan pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah kepada 
pengelola barang; 

n. mengajukan usul penghapusan Barang Milik Daerah dan i daftar barang 
pengguna kepada I3upati melalui Pengelola Barang; 

o. menetapkan Keputusan tentang penghapusan barang dan i daftar barang 
pen ggun a berdasarkan persetujuan Kepala Daerah; 

p. melaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah dan daftar barang 
pengguna yang ditlangkan dalam berita acara; 

cl. melaporkan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah dan i daftar 
barang pengguna kepada pengelola barang; 

r. melakukan pen catatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 

s. mengusulkan nama penyimpan barang dan pengurus barang di SKPD 
dan Unit Kerja; 

t. menetapkan petugas yang menjalankan fungsi penyimpan dan pengurus 
barang di unit kerja SKPD; 

u. menyimpan dokumen pengadaan/ penerimaan Barang Milik Daerah; 

v. melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian Barang Milik 
Daerah; 

w. menyusun dan menyarnpaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran 
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola 
Barang. 

(8) Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang membantu Pengguna 
barang dalant pengelolaan barang yang dikuasakan pada unit kerja masing-
masing, meliputi: 



a. mengajukan Rencana Kebutuha_n Barang Milik Daerah (RKBD) dan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) bagi 
unit ker2a yang dipimpinnya; 

b. mengajLkan permohonan penetapan status penguasaan Barang Milik 
Daerah yang diterima oleh Unit Kerja kepada pengguna barang; 

c. 	melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; 

d. mengg,unakan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi unit kerja; 

e. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja kepada 
pengguna barang; 

f. melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian Barang Miik 
Daerah; 

menyusun dan menyarnpaikan Laporan. Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPT) kepada pengguna barang. 

Penyimpan Barang bertugas: 
a. 	menerirria Barang Milik Daerah balk yang diadakan sendiri maupun yang 

diterima dan i Pengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah; 

h. menyimpan clan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam 
tan ggung jawabnya; 

c. mengeluarkan dan menyerahkan Barang Milik Daerah untuk 
dipergunakan sesuai kebutuhan dan i gudang berdasarkan Surat Perin.tah 
Pengeluaran dan Penyerahan Barang Milik Daerah; 

d. melaksanakan pengeluaran dan penyerahan Barang Milik Daerah yang 
dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

e. menghirtpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur 
semua penerimaan dan pengeluaran Barang Milik Daerah; 

f. menyiapkan den menyampaikan usulan penghapusan atas Barang Milik 
Daerah selain tanah dan bangunan yang berada dalam tanggung 
jawabnya kepada Pengguna Barang; 

g. menyimpan dan mengamankan Barang Milik Daerah selain tanah dan 
bangunan yang dalam proses penghapusan; 

h. melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran Barang Milik Daerah 
secara bt.-.rkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung, 

i. mencatay. dan melaporkan penggunaan Barang Milik Daerah balk yang 
digunakan sendiri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang 
maupun yang dioperasikan oleh pihak lain; 

menginventarisasi jumlah dan kondisi Barang Milik Daerah yang dalam 
penguasa.annya dan melaporkan kepada atasan langsung; 

k. melaporkan Barang Milik Daerah yang hilang, rusak atau sebab lain 
sehingga tidak dapat digunakan kepada atasan langsung. 

(10) Pengurus barang bertugas: 

a. menerima, memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang 
berada dalam tanggungjawabnya; 

b. menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur 
semua pmerimaan dart pengeluaran Barang Milik Daerah; 

c. melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran Barang Milik Daerah 
secara berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung; 

d. mencata dan melaporkan penggunaan Barang Milik Daerah di masing-
masing ruangan dan rnembuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 

g. 

(9) 



e. menginventarisasi jumla.h dan kondisi Barang Milik Daerah dan 
meloporkan kepada atasan langsung; 

melaporkan Barang Milik Daerah yang hilang, rusak atau sebab lain 
sehingg,a tidak dapat digunakan serta yang memerluka.n pemeliharaan 
kepada atasan langsung. 

BAB 111 

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 5 

(1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 
ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. 

Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, 
dan penghapusan Barang Milik Daerah. 

(3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan 
pen3rediaan anggaran untuk kebutuhan barn (new initiative) dan angka dasar 
(baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

(4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk 
Penghapusan, berpedoman pada: 

a. standar barang, 

b. standar kebutuhan; dan/atau 

c. standar harga. 

(5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a dan huruf h ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan 
dinas teknis terkait. 

(6) Penetapart standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Da1am 
Negeri. 

(7) 
	

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Dalam perencanaan untuk pengadaan barang harus memuat spesifikasi 
barang secara detail. 

(9) Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat rekomendasi 
pemakai. 

Pasal 6 

Perencanaan pengadaan penggantian Kendaraan Dinas diprioritaskan terhadap 
kend.araan yang usianya lebih tua dan tidak layak -untuk rnedukung 
penyelenggaraan Tupoksi dan minimal usia kendaraan 10 (sepuluh tahun) tahun, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi. 

Pasal 7 

(1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan 
oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lin.gkungan kantor yang 
dipimpinnya; 

(2) pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik 
Daerah kepada peng,elola barang. 



(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan 
Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna 
Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang danlatau 
Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencan.a kebutuhan Barang 
Milik Daerah. 

BAB IV 

PENGADAAN 

Pasal 8 

(1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan 
akuntabel. 

(2) Pengadaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan perencanaan. 

Pasal 9 

Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Organisasi 
pengadaan yang terdiri atas: 
a. Pcngguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

c. Unit Lavanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan bersertifikat, dan 

d. Panitia/Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan. 

Pasal 10 

(1) Pengadaaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan/atau 
memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan 
tenaga ahli yang berasal dan i pegawai negeri atau swasta. 

Pasal 11 

(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, dilakukan 
pemeriksaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA. 

Pasal 12 

(1) Penggui ia barang membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah 
daerah icepada B-upati melalui pengelola. 

(2) Laporan hasil pengadaan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi 
dokumen pengadaan barang/jasa. 

(3) Dokumt n pengadaan barang/jasa diserahkan kepada DPPKA paling lambat 1 
(satu) minggu setelab pembayaran atas pekerjaan selesai dilaksanakan. 

BAB V 

PENGGUNAAN 

Pasal 13 

Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dan i hasil pengadaan 
paling lambat 1 (satu) ininggu sejak serah terima barang, dan terhadap Barang 
Milik Daerah yang belum ditetapkan statusnya tidak dibenarkan untuk 
digunakan. 

(1) 



Pasal 14 

Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. 	Barang Daerah benipa: 

. 	barang persediaan; 
2. konstruksi dalam pengerjaan; atau 
3. barang yang dan i awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 

b. 	Barang M1ik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 15 

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola 
Barang Milik Daerah. 

Pasal 16 

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

a. Pengguna barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada 
pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; 

b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan 
dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. 

Pasal 17 

Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna 
dioperasikan oteh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai 
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 

Pasal 18 

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Barang dapat iigunakan sementara oieh Pengguna Barang lainnya dalam jangka 
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah 
tersebut setelaii terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. 

Pasal 19 

(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna 
Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggara.an tugas dan 
fungsi berdasarkan persetujuan Bupati. 

(2) Pengalihait status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan 
berdasarkan inisiatif dan i Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan 
maksudny a tersebut kepada Pengguna Barang. 

Pasal 20 

(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan 
dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau .bangunan diperlukan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi penggun.a barang dan/atau 
kuasa penggun.a barang yang bersangkutan. 

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Bupati melalui pengelola barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila 
tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau 
dimanfaatkan dalam jangka wa_ktu tertentu yang ditetapkan. oleh Bupati. 



Pasal 21 

(1) Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraEm tugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan 
dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
tersebut. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status 
penggunaannya oleh Bupati. 

Pasal 22 

(1) Bupati m4.metapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh 
Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain. 

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
memperhatikan: 

a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan 
dan n:enunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan; 

b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau 
c. laporon., data, dan informasi yang diperoleh dan i sumber lain. 

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penetapan status Penggunaan; 

b. Pemanfaatan, atau 

c. Pemindahtanganan. 

BAB VI 

PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu 

Kri feria Pemanfaatan 

Pasal 23 

(1) Pemanfaa.tan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengetola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Da.erah 
yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang 
Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 

Bagian Kedua 

Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 24 

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa: 

a. Sewa; 
b. Pinjam Pa.kai; 

e. 	Kerja Santa Pemanfaatan; 

•  



d. Bangun Guna Serah atau Bang-un Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

Bagian Ketiga 

Sewa 

Pasal 25 

(1) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau ban.gunan yang s-udah 
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangun.an yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 

(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dila.ksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Sewa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf b clan huruf 
c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dani 
Pengelola Barang. 

Pasal 26 

(1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain. 

(2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanj a ng. 

(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat lebih dan i 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja 3ama infrastruktur; 

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih 
dan i 5 (lima) tahun; atau 

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(4) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sarna infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dan i 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbanglcan nilai 
keekonornan dan i masing-masing jenis infrastruktur. 

(5) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang 
selcuran.g-'curangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; 

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan sela.ma  
jangka waktu Sewa; dan 

d. hak dan kewajiban para pihak. 

(6) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan 
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. 

(7) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling larnbat 2 
(civa) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Daerah. 

(8) 	Dikecualikan dan i ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran 
uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. 



Bagian Keernpat 

Pinjam Pakai 

Pasal 27 

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Pusat atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka 
Penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun 
dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

(3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 

c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 
selama jangka ‘vaktu peminjarnan; dan 

d. hak dan kewajiban para pihak. 

Bagian Kelima 

Kerjasama Pemanfaatan 

Pasal 28 

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan 
dalam rangka: 

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau 

b. rneningkatkan pendapatan daerah. 

Pasal 29 

Kerja Sarna Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah 
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah danlatau bangunan. 

(2) 	Kerja Sa na Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah tnendapat 
persetujuan Bupati. 

Kerja Sarna Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah 
mendapat persetujuan Pengelola Barang. 

Pasal 30 

(1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan: 
a. tidak tersedia atau tidak cukup tcrsedia dana dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belania Daerah un.tuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/atau perbaikan :yang diperlukan terhadap Barang 
Milik Daerah terse but; 

b. mitt a Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk 
Barang Milik Daera.h yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 
langsung; 

(1) 

(3) 



c. Penunjukan langsung mitra Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik 
Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah 
yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. mitra Kerjasania Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap 
tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas 
Umum Daerah, 

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 
Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dan i hasil perhitungan fink yang 
dibentuk oleh: 

1. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; 

2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain 
tanah dan/atau bangunan. 

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil 
Kerja Sama Pemanfaatan hams mendapat persetujuan Pengelola Barang; 

g. dalam Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan., sebag-ian kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang 
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk 
sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan; 

h. besaraii nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dani 
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dan i total 
penerirnaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa 
Kerjasama Pemanfaatan; 

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dan i awal pengadaannya merupakan Barang Milik 
Daerah; 
selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan 
dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang 
menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan 

k. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun 
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Semua biaya persiapan Kerjasama Pemanfaatan yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra Kerjasama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja 
Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan. 

(3) Ketent-uan raengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
k tidak berlaku dalam hal Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah 
untuk penyediaan infrastruktur berupa: 

a. infrastruktur transportasi meliputi sungai dan/atau danau, bandar 
udara, terminal, dan/atau jaringan rd l dan/atau stasiun kereta api; 

b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau 
jembatan tol; 

c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku 
dan/atau waduk/bendungan; 

d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengarnbilan air baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air 
minum; 



e. infrastruktur air linibah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan 
pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan 
yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; 

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi 

dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 

h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, 
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak 
dan/atau gas bumi. 

(4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 
(lima puluh) ta.hun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(5) Dalam ha" mitra Kerjasarna Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk 
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk 
Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan i hasil 
perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. 

(6) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk 
Menteri Keuangan. 

Bagian Keenam 

Bangui' Guna Serah atau Bangun Serah Guna 

Pasal 31 

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah 
dilaksanah an dengan pertimbangan: 

a. Pengguna Barang rnemerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan 
umurn dalam rangka penyelenggaraan tugas clan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak eukup tersedia dana dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan 
fasilitas tersebut. 

(2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milk Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang 
Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada 
Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna 
Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada 
Bupati. 

(4) Bangun &ma Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan 
Pengguna Barang  sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 32 

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hash l dan i pelaksanaan 
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam 
rangka penyelenggaraan Tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait. 

Pasal 33 

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. 

• Prrit  

(3) 



(2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna 
dilaksanakan melalui tender. 

Mitra Bangun Guna Serah atau mitt-a Bangun Serah Guna yang telah 
ditetapkan, selama ja.ngka waktu pengoperasian: 
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, 

yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang 
dibentuk oleh pejabat yang berwenang; 

b. wajib mernelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
dan 

c. dilarašig menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 
1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 

Guna; 

2. hasil Bangun Guna Serah yang digu.nakan langsung untuk 
pen yelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau 

3. hasil Bangun Serah Guna. 

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna hams diguna.kan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen). 

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
c. jangka. waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
d. hak clan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. 

(6) Izin mendi-ikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun 
Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. 

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang 
terjadi setelah ditetapkannya rnitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 
Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
menjadi beban mitra yang bersangkutan. 

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek 
Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, 
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan. intern Pemerintah. 

Pasal 34 

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: 
a. mitra Bangun  Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna 

kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; 
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan. sebagai 

Barang Milik Daerah, 
c. mitra Bangun Serah Guna dapa.t mendayagunakan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan 
dal am perjanjian; dan 

d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna 
terlebih danulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum 
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 35 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, 
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milk 
daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 

(3) 

(5) 

(7) 



Bagian Ketujuh 

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur 

Pasal 36 

(1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan 
terhadap: 

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksane.kan oleh 
Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati. 

(3) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Penggun.a 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf b, dan huruf c 
dilaksanakan olehPengguna Barang dengan persetujuan Bupati. 

Pasal 37 

(1) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan 
antara Pernerintah dan Badan Usaha. 

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang 
berbentuk: 

a. perseroan terbatas; 

b. Badan Usaha Milik Negara; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. koperasi. 

(3) Jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(4) Penetapan mitra Kerjasarna Penyediaan Infrastruktur dilaksan.akan sesuai 
ketentuan .peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama 
jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur: 

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang 
Milik Daerah yang menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur; 

b. wajib memelihara objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan barang 
hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur; dan 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 
kelebihan keuntungan yang diperoleh dan i yang ditent-ukan pada saat 
perjaniian dimulai (clawback). 

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 
c disetorkan ke Kas Umurn Daerah. 

(7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (:5) huruf c ditetapkan oleh Bupati. 

(8) Mitra Kerjsama Penyediaan Infrastruktur hams menyerahkan objck Kerjasarna 
Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerjasama Penyediaan 
Infrastruktur kepada Pemerintah pada. saat berakhirnya jangka waktu Kerja 
Sama Pony xliaan Infrastruktur scsuai perjanjian. 

(9) Barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik 
Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian. 



II 

Bagian Kedelapan 

Tender 

Pasal 38 

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan. Pasal 33 ayat 
(2) dilakukan dengan tata cara: 
a. rencana tender diumumkan di media massa nasional dan situs resmi 

Pemerintal-,  Kabpaten Kerinci paling lambat 2 (dua) minggu sebelum 
penutupan pendaftaran; 

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 
(tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; 

c. dalam ha.1 calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dan i 3 (tiga) 
peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan 

d. dalam hal setelah pengumuman ulang: 

1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan 
dengan mekanisme tender; 

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses 
selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau 

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses 
selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. 

BAB VII 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 

Pengamanan 

Pasal 39 

(1) 	Pengelola, pengguna. dan,/ atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan 
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. 

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 

a. pengarnanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, 
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; 

b. pengarnanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, 
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; 

c. pengarnanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan 
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan 

d. pengarranan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti 
status kepemilikan. 

(3) Pcngamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
meliputi: 

a. peneatatan oleh pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui 
pembantu pengelola; 

b. pemasangan label dilakukan oleh pengguna dengan koordinasi 
pembantupengelola, dan 

c. pembantu pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan barang milk 
daerah. 

(4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf c 
meliputi: 



a. pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang 
persediaan dilakukan oleh pengguna; 

b. pen yimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola; dan 
c. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh pengguna 

terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh pembantu pengelola 
terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna 
kepada Bupati. 

(5) 
	

Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: 

a. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang 
berinasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna 
dan pada tahap selanjutnya pembantu pengelola bersama pengguna; 

b. upaya hukum perdata mau pun pidana dengan berkoordina.si  dengan 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 

C. 	penerapan h L.:kum melalui tindakan represif/ pengambilalihan, 
penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja bersama-sama instansi terkait/SKPD terkait. 

Pasal 40 

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah hams disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Daerah. 

(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan hams dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. 

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi 
dengan bukti kepetnilikan atas nama Pemerintah Daerah. 

Pasal 41 

(1) Bukti kepemilikan. Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan 
aman. 

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang berupa tanah dan/atau bangunan 
dilakukan oleh pengelola. 

(3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan dilakukan oleh pengguna. 

(4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertan.ggungjawa.b atas keamanan 
dan kese Amatan fisik dan dokumcn barang milik daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan standar penyimpanan serta 
pengamanan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 42 

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka 
p n garn an an Barang Milik D acrah tc rtc n.tu dengan me mpc rtimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pasal 43 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang 
bertanggung ja.wab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang beracia di 
bawah penguasaannya. 

(2) Pemeliha:-aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang. 



(3) Biaya perneliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, 
biaya pemeliharaan rnenjadi tanggung jawab sepenuhnya dan i penyewa, 
peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna 
Serah/I-3angun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

Pasal 44 

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemelihare.an  Barang 
yang borada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar 
Hasil Pomeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala 
sebanynk 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juni. 

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana 
dimakstid pada vat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang 
dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan 
evaluas mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah. 

BAB VIII 

PENILAIAN 

Pasal 45 

Penilaian 13Jrang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal 
untuk: 

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam 	atau 

b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

Pasal 46 

Penetapan rulai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah 
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). 

Pasal 47 

(1) Penilaia.l. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam 
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: 

a. Penilai Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 

(1) PenilaiailBarang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan 
oleh Bui)ati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
Penggun a Barang tan pa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik 
Daerah 1 ianya merupakan nilai taksiran. 

(4) HaAil. Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Bupati. 



Pasal 49 

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali 
ata.s nilai Barang Daerah yang tela.h ditetapkan dalam neraca Pemerintah 
Daerah. 

(2) Keputusan inengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. 

BAB IX 

PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 50 

(1) Barang Mi .ik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan nengan cara: 

a. Penjualan; 

b. Tukar Vlenukar, 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 51 

(1) Pemir_dahu-  nganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 untuk: 

a. tanah ,Ian/atau bangunan; atau 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang be rnilai le b ih dari 
Rp5.0C 0.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan 
DPRD, apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 
disediakan dalam dokumen penganggaran; 

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 

cl. 	cliperu,itukkan bagi kepentingan umum; atau 

e. 	dikuasa.i negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
huk-un tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak 
secara ekonomis. 

Pasal 52 

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (I) diajukar, oleh Bupati. 



Pasal 53 

Pemindahtang:tnan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang 
setelah mendaoat persetujuan Bupati. 

Pasal 54 

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang bcrnilai sampai dcngan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang bernilai lebih clan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diajukan oleh Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh IvIenteri 
Dalam Ne geri. 

Bagian Ketiga 

Penjualan 

Pasal 55 

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk ootimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak 
digunakart/ dim anfaatkan ; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau 

c. sebagai pclaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 56 

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal 
terten tu 

(2) Pengecuaiian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
a. Bara -ig Milik Daerah yang bersifat khusus; 

b. Bara_rig Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara 'clang 
sebagairm..na dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan raemperhitungkan 
faktor per yesuaian. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang 
disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. 

(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 57 

Penjualan Ba -ang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat perl.ctujuan Bupati. 

Pasal 58 

(1) Penjualar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
dilakukar dengan tata cara: 
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan 

'Barka rig Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati 
diser tai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

4-• 



b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang 
Milik Daerah selain ta.nah dan/atau bangunan dan i aspek teknis, 
ekonomis, dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas 
kewenangannya; dan 

d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati 
mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan 
tersebt.-  t. 

(2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kos 
Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah. 

Pasal 59 

Bupati memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya. 

Pasal 60 

Sekretaris Daerah berwenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah 
berupa Kendaraer. Perorangan Dinas kepada Bupati. 

Pasai 61 

Kepala SKPD berwenang mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah. 

Pasal 62 

(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat 
Negara perriegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan 
Perorangan Dinas: 

a. 	telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 

1) ter hitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk 
pe]-olehan dalam kondisi baru; atau 

2) ter hitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
pe.-olehan selain tersebut pada angka 1); dan 

b. 	sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 

(2) Permohonar penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana. 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan 
Pejabat Negara. 

(3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 
(satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan 
yang dilakiiKan. 

Pasal 63 

Peja bat Negara ang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui 
lelang harus men)enuhi persyaratan: 

a. telah memiliki masa kerja atau mass pengabdian selama 4 (empat) tahun atau 
lebih secant berturtit-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi 
Pejabat Negara; dan 

b. tidal: sedang atau tidak pernah dituntut tinciak pidana dengan ancaman 
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 



Pasal 64 

(1 ) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada 
mantan Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat 
Kendaraan Perorangan Dinas: 

a. 	telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 
1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya., untuk 

perolehan dalam kondisi baru; atau 

2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
perolehan selain tersebut pada angka 1); clan 

b. 	sudah tidak digurakan lagi -untuk pelaksanaan tugas. 

(2) KendaraEn Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 
(satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap 
penjualail yang dilakukan. 

(3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) 
tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersa-ngkutan. 

Pasal 65 

Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa 
melalui lelang harus memenuhi persyaratan: 

a. telah merniliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau 
lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi 
Pejabat Negara sarnpai dengan berakhirnya masa jabatan, 

b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang 
pada saw: yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; 

c. tidak seciang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman 
hukumai i pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan 

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dan i jabatannya. 

Pasal 66 

Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai 
ASN dengan :.yarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 10 
(sepuluh) tahun: 

. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam 
kondisi b 	atau 

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain 
tersebut ,)ada huruf a. 

Pasal 67 

Pegawai fiSN dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang 
harus memenuhi persyaratan: 

a. telaln memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) 
tahun atau lcbih sccara bcrturut-turut, terhitung mulai tanggal 
ditetapkan sebagai pegawai ASN, 

b. telat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan P-impinan 
Tinggi Madya, Jabatan Fungsiona.1 Keahlian Utarna, paling singkat 5 

tahun; dan 

c. sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman 
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

(2) Pegawai A.3N: 

a. yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi; atau 

b. pem(!gang Kendaraan Perorangan Dinas, dipertimbangkan 	untuk 
men dapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa 
melclui lelang. 
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Pasal 68 

Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan. 
o1eh Pelagelota Barang setelah mendapat persetujua_n Bupati. 

Pasal 69 

(1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual 
dilakuk an penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. 

(2) Penilaian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengelolaan. Barang Milik Daerah. 

Pasal 70 

Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual 
kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan 
oleh Penggurka Barang sebagai berikut: 

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, 
harga ivalnya adalah 40% (empat puluh persen) dan i nilai wajar kendaraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; 

b. kendaraan dengan umur lebih dan i 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% 
(dua puluh persen) dan i nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 

Pasal 71 

Pembayaran. penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas 
Lanpa rnelalui lelang kepada: 

a. Pejabat legara/mantan Pejabat Negara clan pegawai ASN yang akan memasuki 
masa pensiun kurang dan i 2 (dua) tahun, hams dibayar sekaligus; 

b. pegawai ASN dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun; 

Pasal 72 

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan ine1a1u. penyetoran 
ke rekening Kas Umum Daerah: 

a. paling ama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat 
persetuj ian penjualan, untuk pembayaran sekaligus; 

b. sesuai nekanisme yang diatur dalarn perjanjian antara Pengguna Barang 
dengan )egawai ASN yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran. 

Pasal 73 

Dalam hal B: rang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual 
kepada. Peja,3a1 Negara/mantan Pejabat Negara, pegawai ASN dengan cam 
pembayaran iebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 belum dibayar lunas, maka: 

a. kendaraa i tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Daerah; 

b. kendaraa.a tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; 

c. biaya perpaikan/pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pejabat Negara/mantan 
Pejabat N,Tara, pegawai ASN, dan 

d. kendaraa'a tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, 
dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga. 

Pasal 74 

( 1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi 
ketentt.0 n sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, 
dicabut laknya untuk mernbeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut. 



(2) Pegawai ASN, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 huruf b, Pasal 72 huruf b, dan Pasal 73, dicabut haknya untuk 
membeli Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tersebut 
dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

Pasal 75 

(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan 
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), digunakan 
kembali untuk pelaksanaan tugas. 

(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh pegawai ASN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pengguna Barang dapat 
menunjuk pegawai ASN lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas 
tersebut. 

(3) Pegawai ASN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1). 

Pasal 76 

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan 
Kendaraan Perorangan Dinas yang alcan dibeli dalam jangka waktu 1(satu) tahun 
sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara, 
pegawai ASN, yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan hams 
dihayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. 

Pasal 77 

Pejabat Negara dar. pegawai ASN yang pernah membeli Kendaraan Perorangan 
Dinas berdasarkan Peratu ran Daerah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) 
unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 
(sepuluh) tahur sejak pembelian yang pertama. 

Pasal 78 

Pelaksanaan pimjualan tanpa melalui lelang dan penghapusan Barang Milik 
Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Pasal 79 

Ketentuan lebil-  lanjut mengenai ta.ta cara penjualan Barang Milik Daerah berupa 
Kendaraan Per•orangan Dinas kepada pegawai ASN tanpa melalui lelang 
berdasarkan pe--aturan perundang-undangan. 

Pasal 80 

(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 
mekanismt sebagaimana diatur dalam Pasal 62, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 
75 serta sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas, dapat 
dilakukan Denjualan secara lelang terbuka. 

(2) Penjualan :;ecara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidan.g pengelolaa.n 
Barang Milik Daerah. 

Pasal 81 

(1) Pemerintal. daerah dapat menyediakan fasilitas Program Kepemilikan 
Kendaraan bagi: 

a. Pejabs,  t Negara, 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 
D'ungsional Keahlian Utama dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah. 

4. 



( 1 ) 

(1) 

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 

(1) Guna kesmambungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintal- Daerah dapat menyediakan Barang Milk Daerah berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan operasional melalui sewa beli 
(leasing). 

(2) Ketentuan mengenai sewa beli (leasing) berpedoman pada peraturan 
perundang. undangan 

Bagian Kecmpat 

Tukar Menukar 

Pasal 83 

( 1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; 
b. untuk optirnalisasi 13arang Milik Daerah; dan 
c. tidak t trseclia da.la dalam Anggaran Penclapa tan dan. Belanja Daerah. 

(2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. PemerMtah Daerah lainnya; 

c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
negara; atau 

d. swasta. 

Pasal 84 

Tukar Meni Ikar dapat berupa: 

a. tanah (lanlatau bangunanyang telah diserahkan kepada Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 

c. selain anah clan/ atau bangunan. 

Pcnetapan 3arang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dipertukark an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Bupati sest_ ai batas kewenangannya. 

Tukar Men ikar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Tukar MenAkar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 85 

Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) hur af a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 
a. PenggLna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukor 

Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada 
Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek telmis, 
ekonornis, dan yuridis; 



c. apabilo memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; 

d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), dan 
Pasal 53, 

e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman 
pada persetujuan Bupati; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti 
hams ctituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

(2) 	Tukar Menukar Barar g Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) hur. if c dilaksanakan dengan tata cara: 
a. Pengguia Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai 
pertimtar_gan, kel.engkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 
Pengguaa Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dani 
aspek toknis, ekonomis, dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar 
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas 
kewenai igan.nya, 

d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; 

e. Pengguna Bar ang nielaksanakaa Tukar Menukar dengan berpedoman 
pada persetujuan Pengelola Barang; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti 
hams dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

Bagian Kelima 

Hibah 

Pasal 86 

( 1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang 
bersifat non lcomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan. daerah. 

(2) Hibah sebagoimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a. bukan nterupakan barang rahasia negara; 
b. bukan raerupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 

dan 
c. tidak d iperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fun gsi dan 

penyelei_ggaraan peM erin La han Daerah. 

Pasal 87 

(1) Hibah dapat )erupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 

c. selain ta aah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan 13arang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Bupati sesuai batas kewenangannya. 
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(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(6) Hibah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 

dilaksanakan oleh 

dilaksanakan oleh 

dilaksanakan oleh 

Pasal 88 

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 
a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati 
disertai dengan pertImbangan dan kelengkapan data; 

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah 
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 

c. apabilL memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, BupaLi dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik 
Daeral-  berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan; 

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketent Ian pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada 
persetujuan Bupati; clan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan 
dalam •Jerita acara serah terima barang. 

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang mengajzzkan usul Hibah Barang Milik Daerah selain 
tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai 
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi 
Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah 
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik 
Daeral'i selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; 

d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada 
persettjuan Pengelola Barang; dan 

e. pelaksenaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan 
dalam berita a.cara serah terima barang. 

Bagian Keenarn 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasal 89 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah diiakukan 
dalam rangka pendiran, memperbaiki struktur pemiodalan dan/atau 
meningkatkrn kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dengan pertimbangan: 

4. 



a. Barang Milik Daerah yang dan i awal pengadaannya sesuai dokumen 
penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan 
pemerintah; atau 

b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, balk yang 
sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

Pasal 90 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
disertakan s.bagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan Bupati sesuai batas kewenangannya. 

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(4) 	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 91 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan 
tata cara: 

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan 
kelengki Tan data; 

b. Bupati rneneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
yang di ijukun oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan 
syarat sdpagaimana dimaksud dalam Pasal 89; 

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik 
Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai 
modal 13,mierintah Daerah; 

d. proses persetujuan Penyertaan. Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan 
dengan berpedoman pada ketentuan pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), 
Pasal 5, dan Pasal 54; 

e. Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dengan ,3erpedoman pada persetujuan Bupati; 

f. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan. Peraturan Daerah tentang 
Penyert Lan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

g- Pengelola Barang menyampaikan Raricangan Peraturan Daerah kepada 
Dewan Penvakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan 

h. 	Pengelol a Barang .melakulcan serah terima barang kepada Badan Usaha 
Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang 
dituangkan dalarr berita acara serah terima barang setelah Peraturan 
Daerah litetapkan. 



(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 

a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai 
pertimbangan, kelengkapan data, dan basil pengkajian tim intern instansi 
Pengguna Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal 
Peme intah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan 
pertimbangan clan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89; 

c. apabi.la  rnemenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal 
Peme,--intah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh 
Pengguna  Barang sesuai hatas kewenangannya; 

d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Pen-ierintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait; 

e. Pengeiola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada 
Dewa a Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan 

f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha 
Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang 
dituangkan dalarn berita acara serah terima barang setelah Peraturan 
Daerah diteta.pkan. 

BAB X 

PEMUSNAHAN 

Pasal 92 

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal: 
a. 	Barang M iiik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 

dan/atau lidak dapat dipindahtangankan; atau 

b terciapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 

Pasal 93 

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

(2) Pelaksanaan Pernusnalian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam ben La acara dan dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 94 

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, 
ditenggelamkar atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

BAB XI 

PENGHAPUSAN 

Pasal 95 

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi: 
a. Penghapu:an dan i Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna; dan 

b. Penghapu:an dan i Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 96 

(1) Penghapu:an dan i Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, dilakukan dalam 
hal saran; Milik Dtierah sudah tidak berada dalam periguasaan Penggurox 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 



(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menerbitkan Keputusan Penghapusan dan i Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

(3) 	Dikecualikan dan i ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dan i Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Barang Milik Daerah yang 
dihapuskan karena: 

a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dal= Pasal 16; 
b. PerrundahLanganan; atau 

c. Pemi tsna.han. 

(4) Bupati d.E..pat mencl(!legasikan persetujuan Penghapusan Barang Milk Daerah 
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. 

(5) 	Pelaksam Lan Penghapusan. Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 97 

(1) Penghapusan dan i Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud d.alam 
Pasal 95 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah 
beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.: 
a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dan i Pengguna 

Bara-ag, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; 
b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada 

pada Pengelola Barang. 

BAB XII 

PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 98 

(1) Pengelola Barang hams melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik 
Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam. Daftar Barang 
Pengelola tnenurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang hams melakukan pendaftaran dan 
pencatatal Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna 	Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 
kodefikasi barang,. 

(3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna Daftar Barang 
Kuasa Per gguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pengelola Barang rnenyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan 
himpunan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagaimo na dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut 
penggolon ;an dan kodefikasi barang. 

Bagian Kedua 

Inventarisasi 

Pasal 99 

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 
1 (satu) kli dalam 5 (lima) tahun. 



(2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
persediaa dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh 
Pengguna Barang setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang rnenyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 
(tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

Pasal 100 

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

Bagian. Ketiga 

Pelaporan 

Pasal 101 

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna 
Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan 
kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran 
dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan 
penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. 

(3) Laporan Harang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk 
disampaik an kepada Pengelola Barang. 

Pasal 102 

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan 
Tahunan. 

(2) Pengelola Barang hams menghimpun Laporan Barang Pengguna. Semesteran 
dan Tahuoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) serta Laporan 
Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan 
penyusunan Laporan Barbing Milik Daerah. 

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digun.akan 
sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. 

(4) Laporan Itarang Milik Daerah di publikasi minimal melalui website resmi 
Pemerintah Kabupaten Kerinci. 

BAB XIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 103 

(1) Bupati me lakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik 
dacrah y:.ng dilakukan olch Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, 
PenyimpailBarang, clan Pengurus Barang. 

(2) Dalam mt lakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Pengelola Barang. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2) dilaksanakan 
dengan be rpedoman pada perat-uran perundang-undangan yang berlaku. 



Bagian Kedua 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 104 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh: 

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; daniatau 

b. Pengelola Barang rnelalui pemantauan dan investigasi. 

Pasal 105 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 
Pengguna m, 	Pemanfaatan, 	Pemindahtanganan, 	Penatausahaan, 
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam 
penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk Jnit Kerja/UPTD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Pcngguna Bara.ng dan Kuasa Pengguna Barang dapat memirta aparat 
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil 
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaldanjuti hasil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 106 

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, 
dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, clan Pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanga n. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan 
intern Peraerintah untuk melalcukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 

(3) Hasil auc.it  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 107 

Pengguna Barang/Kuasa Penguna Barang yang mutasi/pindah jabatan, paling 
lama 1 (satu) minggu setelah mutasi wajib melakukan serah terima barang yang 
berada dibawah peng,uasaannya kepada penggantinya atau kepada pejabat yang 
berwenang. 

BAB XIV 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

OLEH BADAN LAYANAN UMUM 

Pasal 108 

(1) Barang M ilik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah 
merupakai kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk m.enyelenggarakan 
kegiatan Eadan Layanan Utnum Daerah yang bersangkutan. 

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam. Peraturan Daerah ini, kecuali 
terhadap barang yang dikelola dan./atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi 
Badaii Layanan Urnum Daerah, berpedoman pada peraturan peundang-
undangan yang berlaku. 



BAB XV 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA 
RUMAH NEGARA 

Pasal 109 

( 	Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang 
pelaksan aan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri. 

(2) Pengelolean Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana 
dimaksu,1 pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai Rumah Negara. 

BAB XVI 

GANTI RUGI 

Pasal 110 

(1) Setiap ki;rugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran 
hukurn atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan 
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan. 

Pasal 111 

(1) Jika Peja bat/ Pegawai ASN terkait tindak pidana/pelanggaran hukum sehingga 
merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara 
oleh 

(2) Setelah t.da Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap 
bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut. 

(3) Dalam hal Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap 
menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan hukuman, Bupati 
memberhentikan pejabat/pegawai dimaksud. 

(4) Putusan Pengadilan Negeri yang menghukum atau membebaskan yang 
bersangk.itan dan i tindak pidana/pelanggaran hukum tidak menggugurkan 
hak daerah untuk rnengadakan tuntutan ganti rugi. 

BAB XVII 

SENGKETA 

Pasal 112 

( I) Penyelesaian terhadap Barang milik daerah yang bersengketa, dilakukan 
terlebih riahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Kepala SKPD 
a.tau Pejabat yang di tunjuk. 

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai 
dapat dilakukan melalui upaya hukum balk secara pidana rnaupun secara 
perdata. 

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
peraturari perundang-undangan yang berlaku. 

(4) 	Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan daleu-n APBD. 



BAB XVIII  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 113 

Pejabat ita.0 pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah 
yang me aghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. 

Peiabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas 
rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan Daerah. 

Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang 
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) 'Ian ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman 
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 114 

Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (capital charge) terhadap Barang 
Milik Daerah pada Pengguna Barang dengan mempedomani peraturan penindang-
undangan. 

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 115 

(1) 	Pada sal, t Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. 	Pen-ianfaatan T3arang Milik Daerah yang telah terjadi dan beIum mendapat 
persetujuan dan i pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan 
persetuj uan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 
dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan 2ermohonan 
persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian 
kcpada Bupati, dengan melampirkan: 

1. usulan kontribusi dan i Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan. 

2. laporan hasil audit aparat pengawasan. intern Pemerintah. 

b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa 
persetujuan pejabat berwenang dan: barang pengganti telah tersedia 
selu ruhnya, thlanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah 
denan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar 
Men ukar dengan ketentuan: 
1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-

kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang 
dipertukarkan; dan 

2. Pengelola Barang membuat pemyataan bertanggung jawab penuh 
atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut. 

(2) Bupati ciapat menerbitkan persetujuan Penghapusan. atas Barang Milik 
Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b l'erdasarkan permohonan dan i Pengelola Barang. 

(3) Segala akibat hulcum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum 
diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta. 
pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau 
Tukar NIenukar tersebut. 
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